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Judul Skripsi 1 KEDUDUKAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN HAK
PATEN

Penulis. Pembimbing.
AGUING APRIANTO ATIKA ISMAIL. SH.. MH.
ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :
I. Bagaimana kedudukan Konsultan Hak Kekavaan Intelektual  dalam
pendaftaran Hak Paten ?
2. Apakah vang menjadi hak dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten ?

Sejalan dengan permasalahan vang dibahas. maka penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriprif dan tidak bermaksud menguji
hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan
(library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bahan hukum sekunder vang herupa karva-karya ilmiah dari para sarjana vang
terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan
permasalahan yang dibahas.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data vang
relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (content
analisys), terhadap data tekstular kemudian dikonstruksikan dalam suatu
kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh. terutama yang bersangkut paut
dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

. Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran paten.

vaitu berhak untuk mewakili, Mendampingi. dan atau membantu
kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus
permohonan dibidang Hak kekayaan intelektual kepada Direktorat
Jenderal.
Hak dan Kewajiban Konsultan HAKI Menurut pasal 8 avat (1-4) dalam
peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2005, Bahwa Konsultan HAKI Berhak
mewakili, mendampingi, dan atau membantu kepentingan pihak pengguna
jasa untuk mengajukan dan  mengurus permohonan  dibidang  Hak
Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal. Berhak memperoleh
imbalan atas jasa vang diberikan kepada pengguna jasa.
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MOTIO :

Sesungguhinya kepunyaan Allah-lak Kerajaan langit dan bumi. Dia
menghidupkan dan mematikan dan sekali-Rahi tidak ada pelindung dan
penolong bagimu selain Allah”

Q. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

» Kedua orang tuaku tersayang yang selalu
memberikan do'a dan dukungan serta doa yang
tulus demi masa depanku.

» Seluruh Keluarga besarku yang tidak bisa
Kusebutkan satu persatu, tenma KRasih atas
dukungannya.

» Almamaterku.
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Ibu Atika Ismail, SH.. MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Prinsip negara hukum menuntut antara fain adanya kesederajatan bagi setiap
orang di hadapan hukum (equality hefore the law). Oleh karena itu, Undang-
Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan.
Jaminan. perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum.

Prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasvarakat dan
bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas. mandiri dan
bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan
dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa
hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya
keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.
termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak
fundamental mereka di depan hukum.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan
khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah
menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.
Disamping itu. globalisasi dan perdagangan bebas vang didukung olch

kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatikan telah memperluas ruang
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gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu
negara, sehingga barang dan/atau vang ditawarkan bervariasi baik produksi
luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Permasalahan Hak Milik Intelektual merupakan suatu permasalahan
yang terus berkembang mengikuti pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya
permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya, hanya
menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya
untuk tujuan apa pun, apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya
dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya, siapakah yang
berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya
berasal dari pihak lain dan sebagainya. Permasalahan pun semakin
komplek dan majemuk dengan terjadinya revolusi industri di Inggris
maupun revolusi politik di Prancis.”

Kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap
perkembangan atasas, doktrin maupun obyek perlindungan Hak Atas kekayaan
Intelektual. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah perkembangan
Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu lahirnya konvensi-konvensi pada akhir
abad ke 19 (kesembilan belas) mengenai Konvensi Hak Milik Perindustrian
dan Konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi ini lahir karecna kebutuhan akan
pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara internasional
dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat
global di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual.

Perhatian terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual dalam perdagangan

Internasional sangat besar, maka tidak heran szlama Putaran Uruguay

berlangsung Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu dari

topik agenda. Khususnya pada perundingan di Jenewa pasca September

1990 Intelectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah
tersebut, yang kini dikenal dengan TRIPs atau Trade Related Aspects of

" Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003, Hak Milik Intelekiual, Sejarah,
Teori dan Prakteknyva di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7.



Intellectual Property Rights (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan
Hak Atas kekayaan Intelektual).”

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (entang
Pengesahan  Agrement  Establisihing the World Trade  Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) perundingan ini
bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual

dari produk-produk yang diperdagangkan;

Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas kekayaan intelektual

yang tidak menghambat kegiatan perdagangan:

3. Merumuskan aturan serta disiplin  mengenai  pelaksanaan
perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual:

4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama
Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil
pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekavaan Intelektual.”
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Uraian di atas menunjukkan bahwa Hak Atas kekayaan Intelektual telah
menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri
dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara
sangat bergantung kepada sektor perdagangannya, vang pada akhirnya
ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Sementara itu,
keunggulan komparatif sangat bergantung kepada kemampuan teknologinya.
yang salah satu unsurnya adalah pada bidang vakupan kekayaan intelektual.
Jadi, dengan demikian kekayaan intelektual adalah salah satu bagian yang
sangat strategis dalam kegiatan ekonomi sautu negara pada saat ini.

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia

adalah untuk menggantikan istilah octrooi yang berasal dari bahasa Belanda.

*! Suyud Margono. 2010. Aspekithukum Komersialisasi Aset Intelekiual, Nuansa Aulia,
Bandung. him. 3.
" Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah Op. Cir.. him. 9.



Istilah octroi ini dari bahasa Latin dari kata auctor atau auctorizare. Akan
tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia, istilah Paten
lah yang lebih memasyarakat.”

Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris. vaitu Patent.
Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi
terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti
sctiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut. hanyva dengan izin dari
si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru
setelah habis masa perlindungan Patennya, maka penemuan tersebut menjad:
milik umum, pada saat inilah benar-benar terbuka.

Berdasarkan wuraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kedudukan
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten . untuk
maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
KEDUDUKAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN HAK PATEN.

B. Permasalahan
Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :
I. Bagaimana kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam

pendaftaran Hak Paten ?

* Suyud Margono, Op.Cir., him.7,



2. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan
Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten ?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis. sehingga sejalan
dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat
pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Kedudukan
Konsulian Hal: Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan

pengetahuan yang jelas tentang :
1. Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak
Paten.
2. Yang menjadi hak dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
dalam pendaftaran Hak Paten.
D. Metode Penelitian
Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriprif dan tidak bermaksud
menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan
(library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara
mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa Karya-karya ilmiah dari para
sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur. khususnva yang ada

relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.



Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang
relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi
(content analisys), terhadap data tekstular kemudian dikonstruksikan dalam

suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penclitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang.
Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian. Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan.

Bab IlI, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang
erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Hak
Kekayaan Ineiektual, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian dan
Sejarah Hak Paten, Jenis-jenis Paten, Pendaftaran Paten, Peralihan Paten
Kekayaan Intelektual.

Bab IIl, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten dan Hak
dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak
Paten.

Bab 1V berisikan Kesimpulan dan saran.
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